
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam
Wilayab Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal64 ayat (2)dan
ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, bahwa pergeseran anggaran
antar obyek dan/ atau antar rincian obyek belanja
dilakukan melalui perubahan Perkada tentang
Penjabaran APBD yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah;

b. bahwa sebagai dimaksud dalam huruf a untuk
optimalisasi pengelolaan APBD perlu diadakan
perubahan keempat atas Peraturan Bupati Nomor
53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021
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Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049); .

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana .telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 137,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972), sebagaimana telab diubab beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tabun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik .Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tabun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerab (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tabun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerab
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2017
Nomor 106, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6057);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Gubehnur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 109, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6224);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6323);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerab tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);·

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1067);

21. Peraturan Menteri Dalam ·NegeriNomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor630); .

22. Peraturan Menteri Dalam 'Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 . tentang Klasiflkasi,· Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 64 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016
Nomor 01).

•



Pasall

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pernerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai

unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah yang
rnemirnpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Dewan Perwakilan RakyatDaerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lernbaga perwakilan rakyat
Daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah .

5. Satuan KeIja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPDadalah unsur perangkat daerah pada
Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan
Pernerintahan daerah.

6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda
atau yang disebut dengan nama lain adalah
peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah
kabupaterr/kota

7. Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Perbup
adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati
sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah danj'atau
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Perda.

9. Rekening Kas UmurnDaerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
kepala daerah untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

10.Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas
daerah.

11.Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari
kas daerah.

12.Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang
.diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
dalam periode tahun anggaran berkenaan.

13.Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD
adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang
dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

14.Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

PERATURANBUPATITENTANGPERUBAHANKEEMPAT
ATASPERATURANBUPATIDOMPUNOMOR53 TAHUN
2020 TENTANGPENJABARANANGGARANPENDAPATAN
DAN BELANJADAERAH TAHUNANGGARAN2021.
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dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar
besarnya kemakmuran rakyat.

15.Retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan
oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang
diterima secara Iangsung atau atas perizinan yang
diperoleh.

16.HasiI pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan
modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian
objek dan sub rincian objek.

17.Lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan daerah
selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta
dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub
rincian objek.

18.Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber
dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek
dan sub rincian objek.

19.Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah
pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah
dan pendapatan transfer.

20. Pendapatan hibah adalah bantuan yang berasal dari
pemerintah pusat, pemerintah daerah lain,
masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar
negeri yang tidak mengikat untuk menunjang
peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenan.

22. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk
kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang
member manfaat jangka pendek.

23. Belanja pegawai adalah belanja yang digunakan
untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan
kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah,
pimpinan dan anggota DPRD,serta pegawai ASNdan
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

24. Belanja barang dan jasa adalah belanja yang
digunakan untuk menganggarkan pengadaan
barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12
(dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan
'diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ pihak
ketiga/ pihak lain dalam rangka melaksanakan
program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna
pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum
dalam RPJMDpada SKPDterkait.

25. Belanja hibah adalah berupa uang, barang, atau jasa
dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan
pemerintahan wajih dan urusan pemerintahan
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pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

26.Belanja bantuan sosial adalah belanja yang
digunakan untuk menganggarkan pemberian
bantuan .kepada individu, keluarga, kelompok
danl atau masyarakat yang sifatnya tidak secara
terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko
sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat
berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat
diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima
bantuan telah lepas dari resiko sosial.

27. Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk
menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam
rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

28. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran untuk
keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang
tidak dapat diprediksi sebelumnya serta
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

29.Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah
lainnya danIatau dari Pemerintah Daerah kepada
pemerintah desa.

30.Belanja bagi hasil adalah belanja yang digunakan
untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber
dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada
kabupaten/kota dan pendapatan pajak daerah dan
retribusi daerah kabupaten/kota kepada
pemerintahan desa.

31.Belanja bantuan keuangan adalah belanja yang
dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja
urusan pemerintahan wajib dan urusan
pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

32. Surplus dan defisit adalah selisih antara pendapatan
daerah dengan anggaran belanja daerah
mengakibatkan teIjadinya surplus atau defisitAPBD.

33. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali danIatau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

34. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan
yang periu dibayar kembali baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun
tahun anggaran berikutnya.

35. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi
penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1
(satu) periode anggaran.

36. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang
akan diterima kembali baik pada tahun anggaran
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yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

37. Pemberian pinjaman daerah adalah bentuk investasi
pemerintah daerah kepada pemerintah pusat,
pemerintah daerah lainnya, badan layanan umum
daerah milik pemerintah daerah lainnya, badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh
bunga dan pengembalian pokok pinjaman,

Pasal2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 semula sebesar Rp.1.057.721.497.?77
berlrurang sebesar Rp.(17.846.201.000), sehingga
menjadi Rp.1.039.875.296.777, dengan rincian sebagai
berikut:
1. Pendapatan Daerah
a. Semula Rp.1.057.721.497.777,00
b. Bertambah Rp.(17.846.201.000,OO)

. Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan
Rp.1.039.875.296.777,00

2. Belanja Daerah
a. Semula ' Rp.l.069.393.256.522,OO
b. Bertambah Rp.7.388.400.275,00
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan
Rp.l.076. 781.656.797,00

3. PembiayaanDaerah
a. Penerimaan pemhiayaan

1) Semula Rp.12.363.758.745,OO
2)Bertambah Rp.25.234.60L275,OO
Jumlah penerimaan pemhiayaan setelah perubahan
Rp.37.598.360.020,00

b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula Rp.692.000.000,00
2) Bertambah Rp.O,OO
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
Rp.692.000.000,00
Jumlah pemhiayaan netto setelah perubahan
Rp.36.906.360.020,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan
Rp.O.OO

Pasal3
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang

Diklasifikasi menurut Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan,
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, ·Objek, Rincian
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.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

•

Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran Bantuan
Sosia1;

5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus
menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA. Pertambangan
Minyak Bumi dan Pertambangan Gas
Alam/Tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
.Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan
Infrastruktur menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota pada
Daerah Perbatasan dalam Rancangan
Perda tentang APBD dan Rancangan
Perkada tentang Penjabaran APBD
dengan Program Prioritas Perbatasan
Negara.

Pasa14
Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 3
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

PasalS
Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang
ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih Ianjut
dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang
undangan.

Pasal6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan .
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UPATEN DOMPU TAHUN 2021 NOMOR ?,II-?

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal I) Juli 2021

, .
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